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Kota Depok, 7 Desember 2023.

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JI. Medan Merdeka No. 6, Jakarta Pusat

di

Jakarta, DKI-NKRI.

Perihal :

Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Pengujian UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu Terutama Pasal 169 huruf q yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi
Terhadap UUD NRI 1945 Terutama Pasal 28D ayat(3).

Dengan hormait,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya atas nama Dr. H. Marion,S.H.,M.H. Adalah Advokat
Resmi Berdasarkan UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Indonesia Negara Hukum,
memilih Domisili di Kantor Hukum Law Firm Marion Oemar & Partners dengan alamat
Perumahan Pondok Damai No. 5 A. RT. 04. RW. 08. Kelurahan Sukamaju Kecamatan
Cilodong Kota Depok, Provinsi Jawa Barat-NKRI.

Yang mana, Selanjutnya di sebut Sebagai PEMOHON(Bukti P1,P2,P3).

Dengan ini demi untuk Tertib dan Tegaknya Penegakan Hukum Konstitusi Menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar Undang-Undang yang
Derajatnya berada dibawah Konstitusi yang mana terdapat Pasal, Ayat yang tidak selaras atau
tak sejalan dan atau bertentangan supaya dapat diluruskan seirama dengan Nilai-nilai dan

Prinsip atau Asas-Asas serta Norma Fundamental Yuridis Konstitusional yang terkandung



dalam UUD NRI 1945 yang merupakan Hukum Dasar Tertulis(Lex Sriptum) yang adalah
segala ketentuan dan Aturan mengenai Ketatanegaraan sebagai Pedoman Utama Dalam

Pelaksanaan/Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indinesia adalah negara hukum.

Maka, Saya atas nama Dr. H. Marion,S.H.,M.H., adalah Setiap Warga Negara
Indonesia( WNI) berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang
dalam hal ini, Selaku PEMOHON, saat sekarang ini mengajukan Perbaikan Permohonan
dengan Pemaknaan Ulang Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Secara Materiil terkait
batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari 40 menjadi 30 tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia sehubungan Dalam Perkara Pengujian Teregistrasi Mahkamah Konstitusi
No.90/PUU-XX1/20023 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Terutama Pasal 28D ayat(3) dimana Batas Usia Paling rendah 40 tahun itu pada saat di
konstruksi sebagai norma hukum pada Pasal 169 huruf q tersebut dalam konsiderannya
mengingat tidak terdapat Pasal 28D ayat(3) UUD NRI 1945.

Sehingga menurut PEMOHON bahwa Angka 40 tahun sesungguhnya tidak
mempunyai Latar belakang Landasan Yuridis Konstitusional sama sekali, maka seyogianya
menurut PEMOHON Seharusnya dinyatakan angka usia 40 tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 huruf q sebelum dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
seharusnya dinyatakan sama sekali Tidak Memiliki atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum
Yang Mengikat.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSIL

I.1. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara Jelas(Lex
Certa) telah Tertulis(Lex Scripta) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Terutama Pasal 24C yang selengkapnya berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar,memutus pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang

hasil pemilihan umum.



(2) Mahkamah Konstitusi Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah
Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim
Konstitusi.

(5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,serta tidak merangkap sebagai

pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi,hukum acara serta ketentuan
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 24C Ayat(1) UUD NRI 1945 a quo kemudian diulang kembali dalam
Pasal 10 Ayat(1) UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi(selanjutnya di
sebut UU.No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,Bukti P-7) sebagaimana
Perubahan Ketiga dengan UU.RI.No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU.RI.No.24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi(selanjutnya disebut UU No.7 Tahun 2020,Bukti

P-8) yang menyatakan dengan tegas:

"Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada Tingkat Pertama dan
Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final dan Mengikat Untuk:(a) Menguji Undang-
Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Selain itu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi pun diatur dengan lebih jelas lagi
dalam UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
dalam Pasal 9 Ayat(1)menyatakan:"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi(Bukti P-9).

Ayat(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Agung". Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13



Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tebtang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan(Selanjutnya disebut UU.RI.No.13Tahun 2022, Bukti P-12)

yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili pada Tingkat Pertama dan
Terakhir yang Putusannya Bersifat Final dan Mengikat Untuk menguji Undang-
Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

II. KEDUDUKAN HUKUM(LEGAL STANDING) PEMOHON.

I1.1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat(1) UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan:"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang,yaitu:

(a) Perorangan WNI.

(b) Kesatnan Masyarakat hukum adat Sepanjang masih hidup dan Sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam Undang-Undang.

(c) Badan Hukum Publik dan Privat, atau
(d) Lembaga Negara".

I1.2. Selain itu, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor:006/PUU-II1/2005 Perkara Nomor:11/PUU-V/2007, dimana Pemohon

Seharusnya memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon/Para Pemohon tersebut Dianggap oleh

Pemohon/Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang Diuji.

¢. Bahwa Kerugian Konstitusional Pemohon/Para Pemohon yang dimaksud bersifat
Spesifik atau Khusus dan Aktual atau Setidaknya bersifat Potensial yang menurut Penalaran

yang Wajar Dapat dipastikan Akan Terjadi.

(d) Adanya Hubungan Sebab-Akibat antara Kerugian dan berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan untuk Diuji.



(e) Adanya Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,maka Kerugian

Konstitusional Yang di Dalilkan tidak Akan atau Tidak lagi terjadi.

I1.3. Bahwa 5(Lima) Syarat sebagaimana dimaksud tersebut diatas tentu dijelaskan
lagi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor:27/PUU-
VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang secara Formil Atas
Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia(halaman 59) yang
menyebutkan sebagai berikut:

“Dari Praktik Mahkamah(2003-2009), Perorangan WNI, terutama Pembayar Pajak(tax payer)
vide Putusan Nomor:003/PUU-1/2003) berbagai Asosiasi dan NGO/LLSM yang concern
terhadap Undang-Undang demi kepentingan Publik, badan hukum, pemerintah daerah,
lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing
(Kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang baik Formil maupun Materiil Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (lihat juga Lee Bridges,dkk.Dalam "Judicial Review in
Perspective,1995)".

I1.4. Bahwa Pemohon/para pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai
Perorangan yang merupakan pembayar kewajiban Pajak, Oleh karenanya dengan
mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor:27/PUU-VII/2009 tanggal 16
Juni 2010 a quo Pemohon/para pemohon memenuhi syarat legal standinng sebagaimana
disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi/

dipenuhi oleh Pemohon/Para Pemohon.

I1.5. Bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat,maka,tugas utama mewakili rakyat
atau warga negara bangsa Indonesia negara hukum imi diserahkan sepenuhnya kepada
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Setiap Prestast Kerja atau Kinerja Anggota DPR
kemudian dianalisa dan dievaluasi serta kemudian dipertanyakan oleh rakyat bahwa sudah
seiring dan sejalan dengan Aspirasi yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh Rakyat atau
Warga Negara Indonesia sebagaimanamestinya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki
beberapa Tugas Utama, yang mana bahwa salah satu diantaranya yaitu tugas untuk

membentuk Peraturan Perundang-Undangan(Legislasi).

I1.6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni
PMK No.2 Tahun 2021 Tentang TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG terutama Pasal 10 menyatakan:



(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) sekurang-

kurangnya terdiri atas:
a. Permohonan.
b. Foto Copy Identitas Pemohon.
c. Foto Copy Identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa; dan/atau
d. Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga(AD/ART).

(2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama pemohon dan/atau Kuasa Hukum,Pekerjaan, K ewarganegaraan, Alamat

Rumah/Kantor,dan alamat Surat Elektronik.
b. Uraian Yang Jelas mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah,yang memuat penjelasan mengenai kewenangan
Mahkamah dalam mengadili Perkara Pengujian Undang-Undang(PUU) sebagaimana diatur

dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Obyek Permohonan.

2. Kedudukan hukum pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau
kewenangan Konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dimohonkan

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan

3. Alasan Permohonan yang memuat Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-
Undang atau Perpu yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang atau
Perpu berdasarkan UUD NRI 1945 dan/atau bahwa materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau
bagian dari Undang-Undang atau Perpu Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

I11. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN.,

Bertalian dengan alasan-alasan permohonan ini, maka, Saya atas nama Dr. H. Marion,
S.H..M.H., selaku PEMOHON Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat di-uraikan secara Jelas

dan Cermat serta Lengkap sebagai berikut :



Bahwa bertitik tolak dari Model Penalaran hukum Dalam Mashab SEJARAH
HUKUM/SEJARAH HUKUM KONSTITUSI yang berlaku pada Peta Konsep Prinsip-
Prinsip Budaya Demokrasi terutama pada Fase Pelaksanaan Demokrasi di Negara Indonesia

adalah negara hukum yang terdiri atas 6(Enam) Periode sebagai berikut :
1. Periode Undang -Undang Dasar Tahun 1945.
2. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949,
3. Periode Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
4. Periode Demokrasi Terpimpin.
5. Periode Demokrasi Pancasila.

6. Periode Demokrasi Reformasi,yang sedang berlangsung hingga saat sekarang ini,
sesungguhnya berkenan atau bertalian dengan Batas Usia teristimewa penentuan batas usia
minimal bagi Setiap Warga Negara Indonesia untuk tampil mencalonkan dirinya selaku Calon
Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia adalah berumur atau berusia 30(Tiga
Puluh) Tahun yang secara Yuridis Konstitusional angka 30 Tahun tersebut dituangkan secara
Jelas(Lex Certa) dan Tertulis(Lex Scriptum/Lex Scripta) serta Pasti(Lex Stricta) dan juga
angka 30 Tahun tersebut sebagai Batas Usia Paling Rendah(Minimal/Minimum) sudah ada
terlebih dahulu(Lex Praevia) pada 2(Dua) Konstitusi Pasca UUD Orisinil 1945 yakni pada
Pasal 69 ayat(3) Konstitusi RIS 1949 dan Pasal 45 ayat(5) Undang-Undang Dasar Sementara
Tahun 1950(UUDS 1950), dan bukan angka 40 Tahun sebagai batas usia paling rendah bagi
Setiap Warga Negara Indonesia untuk maju menjadikan dirinya di calonkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut.

Sehingga Usia Paling rendah(Minimal/Minimum) yang Patut dan Layak memenuhi
Unsur Yuridis Konstitusional Bagi Pemohon dan Semua Orang Bangsa Indonesia Dalam
Konteks dan Teks Konstitusi "'Setiap Warga Negara Indonesia Berhak Memperoleh
Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan" terutama dalam hal Mencalonkan dan
/atau Dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Berusia 30
Tahun tersebut yang Seyogianya dan/atau Seharusnya dicantumkan secara tertulis dalam
Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia yang Derajatnya lebih rendah atau
dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab Usia Minimal
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Angka 30 Tahun tersebut mempunyai Kedudukan Hukum(Legal Standing) Yuridis
Konstitusional Melalui Model Penalaran Hukum Dalam Mashab Sejarah Hukum/Sejarah
Hukum Konstitusi Yang Telah Pernah Berlaku atau Berlangsung Dalam Pergaulan Kehidupan
Ketatanegaraan di Negara Indonesia adalah Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila
merupakan Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara atau Sumber Tertib Hukum Bagi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan bukannya mencantumkan Usia dengan angka 40 Tahun tersebut yang sama sekali
Tidak memiliki hubungan atau Korelasi dengan Tinjanan Model Penalaran Dalam Mashab
Sejarah Hukum/Sejarah Hukum Konstitusi Indonesia adalah Negara Hukum,sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 huruf ¢ UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(PEMILU) Termaksud, sehingga menurut Pemohon bahwa Pencantuman Angka 40 Tahun
dimaksud adalah asal-asalan atau asal di pasangkan tanpa mempunyai latarbelakang
Landasan Yuridis Konstitusional dan dengan demikian tentunya menabrak dan/atau
merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum(PMH) Yang Merupakan Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Dalam Keadaan Damai Menurut Hak Asasi Manusia(HAM) Dalam Proses
Peradilan Terhadap Pemohon dalam Konteks dan Teks "Setiap Warga Negara Berhak
Memperoleh Kesempatan Yang Sama" Yang di jamin Dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indinesia Tahun 1945 Terutama Pasal 28D ayat(3) yang selengkapnya berbunyi:

"SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN
YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN".

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan latar belakang landasan Yuridis Konstitusional
tersebut diatas, maka, menurut Pemohon seharusnya Batas Usia Paling rendah 40 Tahun
tersebut digantikan dengan Angka 30 Tahun yang memiliki atau sangat mempunyai Landasan

Yuridis Konstitusional tersebut.

Atau Batas Usia Paling rendah 40 Tahun yang sudah terlanjur tertulis atau tersurat
dalam Pasal 169 huruf ¢ UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tersebut dinyatakan
TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT" Sepanjang Tidak
Dimaknai Berusia Paling Rendah 40 Tahun" Meskipun Telah ada Amar Putusan Mahkamah
Konstitusi Atas Perkara Pengujian Undang-Undang Teregustrast 90/PUU-XX1/2023 yang
Amar Putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:



"Syarat Calon yang sebelumnya menyatakan berusia paling rendah 40 tahun
DIUBAH Jadi berusia paling rendah 40 tahun atau Pernah /Sedang Menduduki
Jabatan Yang Dipilih Melalui Pemilu, Termasuk Pemilihan Kepala Daerah".

PEMOHON Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang -Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah termasuk dalam Frasa"Setiap Warga Negara
Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan"yang menganggap
Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI
1945 Terutama Pasal 28D ayat(3) yang selengkapnya berbunyi:"Setiap Warga Negara
Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan", Telah Benar-benar
Dirugikan oleh Berlakunya UU.RI.No.7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q menyatakan:" Batas
Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Paling rendah adalah berusia 40

Tahun" yang dimohonkan Pengujian, yaitu :

Bahwa mengenai Kerugian Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat(1) UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Sejak Putusan
Nomor:006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:11/PUU-V/2007 tanggal
20 September 2007 serta Putusan-Putusan Selanjutnya telah berpendirian tentang adanya
5(Lima) Syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Ada Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh
UUD NRI 1945.

Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh
UUD NRI 1945 terutama tertulis dan dijamin oleh Pasal 28D ayat(3) menyatakan:"Setiap

Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan".

b. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Tersebut Oleh Pemohon Dianggap
Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian.

Bahwa benar hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON sangat dirugikan
dengan diberlakukannya UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terutama Pasal
169 huruf q yang membuat pembatasan Usia Paling rendah 40 tahun bagi Calon Presiden dan
Calon Wakil Presiden tersebut sangat merugikan hak konstitusional PEMOHON secara
Yuridis Konstitusional mengenai Batas PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia yang
telah pernah dikonstruksikan sebagai norma hukum dasar tertulis untuk Calon Presiden dan
Calon Wakil Presiden Republik Indonesia harus berusia 30(Tiga Puluh) Tahun, dan bukan



harus berusia minimal 40(Empat Puluh) Tahun,sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q
UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut.

Terkait Batas Usia Minimal 30(Tiga Puluh) Tahun bagi Pemohon sebagaimana Frasa
"Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam
Pemerintahan" tersebut adalah memiliki kekuatan Yuridis Konstitusional, mengingat angka
Usia 30 Tahun termaksud telah ada terlebih dahulu pada 2(Dua) Konstitusi Pasca Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 yang Asli(Orisinil) yaitu Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Serikat 1949(Periode Konstitusi RIS 1949) yang terdiri atas 197 Pasal dan terutama
Pasal 69 ayat(3)menyatakan:"

PRESIDEN HARUS ORANG INDONESIA YANG TELAH BERUSIA 30
TAHUN, BELIAU TIDAK BOLEH ORANG YANG TIDAK PERKENANKAN SERTA
DALAM ATAU MENJALANKAN HAK PILIH ATAUPUN ORANG YANG TELAH
DICABUT HAKNYA UNTUK DIPILIH"

dan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950(Periode
UUDS 1950) yang terdiri atas 146 Pasal terutama Pasal 45 ayat(5) menyatakan:"

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN HARUS WARGA NEGARA INDONESIA
YANG TELAH BERUSIA 30 TAHUN DAN TIDAK BOLEH ORANG YANG TIDAK
DIPERKENANKAN SERTA DALAM ATAU MENJALANKAN HAK PILIH
ATAUPUN ORANG YANG TELAH DICABUT HAKNYA UNTUK DIPILIH".

¢. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi.

Bahwasanya dalam hal syarat huruf ¢ ini, terbukti timbul adanya kemungkinan
kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik atau
khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi yakni dalam hal antara lain:

1. Menabrak hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang spesifik(khusus)
yakni dalam hal Batas Usia Maksimal Pemohon yang seharusnya sudah terkandung secara
tersirat(terimplisit) dalam Konteks dan Teks Pemohon selaku Warga Negara Indinesia yang

telah tertulis atau tersurat secara normatif Legal formal dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal
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28D ayat(3) yang dengan tegas menyatakan:"Setiap Warga Negara Berhak Memperileh

Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan".

2. Menabrak hak dan/atau kewenangan Konstutusional Pemohon yang bersifat Aktual
atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastukan akan terjadi
yakni dalam hal ini adanya Pembiaran yang disengaja ataupun tidak disengaja berpotensi
untuk dilanggar oleh Pihak atau Badan yang berwenang melakukan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dalam rangka merumuskan norma hukum tertulis menyangkut Batas
Usia Paling Tinggi atau Maksimal/Maksimum Pemohon untuk Syarat formal bagi Capres dan

Cawapres itu berusia maksimal berapa tahun ?.

Dengan tidak jelasnya penentuan angka maksimal /maksimum Batas Usia
PEMOHON selaku Warga Negara dan Setiap Warga Negara Indonesia Lainnya atau pada
umumnya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
tentunya merupakan hal yang bersifat aktual atau setudak-tidaknya potensial untuk dilakukan
pembiaran(delik pembiaran) baik disengaja maupun tidak disengaja yang menurut penalaran
yang wajar dipastikan akan terjadi secara terus menerus Pembiaran terhadap kepastian hukum
penentuan Batas Usia Maksimal/Maksimum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia
yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum untuk menjadi Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dan dijamin secara Yuridis
Konstitusional dalam Pasal 28D ayat(3) UUD NRI 1945 termaksudkan.

d. Ada hubungan Sebab Akibat(Causal Verband) antara kerugian hak dan/atau
kewenangan Konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

Pengujian.

Bahwa hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) antara kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
Pengujian dapat Pemohon jelaskan secara Cermat dan Lengkap sebagai berikut :

1. Mengenai Sebab.

Bahwasanya yang menjadi hubungan sebabnya yakni PEMOHON dapat menunjukan
dalilnya yang menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional PEMOHON,
baik secara sendirian maupun Orang/Pihak Lain sebagai Warga Negara Indonesia Jelas-jelas
disebabkan atau oleh karena berlakunya Ketentuan Pasal 169 huruf ¢ UU.RI.No.7 Tahun
2017 Tentang Pemilu.
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2. Tentang Akibat.

Bahwasanya Akibat yang ditimbulkan oleh sebab tersebut diatas, berakibat atau
mengakibatkan Kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon dengan/melalui
Penentuan Batas Usia Paling rendah bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia
40 tahun dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo sama sekali tidak jelas Landasan
Yuridis Konstitusionalnya jika ditinjau dari Model Penalaran Dalam Mashab Sejarah Hukum
dan atau Sejarah Hukum Konstitusi di Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Padahal angka batas usia minimal bagi Pemohon dan orang/Pihak Lain yang berstatus
sebagai Warga Negara Indonesia untuk Calonkan diri sebagai Presuden dan Wakil Presiden
adalah Paling rendah secara yuridis konstitusional harus berusia 30 Tahun. dan bukan berusia
paling rendah 40 Tahun. Selain itu berakibat pula terhadap berlangsungnya Pembiaran(Delik
Pembiaran) Terhadap upaya Konstruksi Ketentuan Batas Usia Maksimal/Maksimum
PEMOHON dan atau Orang/ Pihak Lain selaku Warga Negara Indonesia untuk
menampilkan dirinya sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mana Batas
Usia Maksimal dimaksud telah Tersirat(Terimplisit) dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal
28D ayat(3) yang berbunyi: "SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH
KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN".

Bahwa selain itu akibat yang terjadi bagi PEMOHON yakni menunjukkan adanya
Pelanggaran Hak Asasi Manusia PEMOHON Dalam Keadaan Damai yakni merupakan
Pelanggaran Terhadap salah satu Sifat Hak Asasi Manusia dari 6(Enam) Sifat HAM menurut
Standar HAM Internasional yaitu Hak Asasi Politik(Political Rights) PEMOHON yaitu Hak
Untuk Ikut Serta PEMOHON di dalam Pemerintahan dengan Ikut Memilih Atau Dipilih,
Mendirikan Partai Politik, Mengadakan Petisi dan Lain-lain.

Disamping itu, dengan tidak dinormatifkan tertulis mengenai Batas Usia Maksimal/
Maksimum Bagi PEMOHON dan Orang Lain selaku Warga Negara Indonesia berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan sebagai Syarat Usia Maksimal
untuk Mencalonkan Diri Menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tersebut maupun dalam Konstitusi atau UUD NRI
1945 menimbulkan pula Kerugian Konstitusional adanya hubungan sebab akibat terhadap

Pemohon dengan berlakunya UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut.

Namun, tidak berarti bahwa PEMOHON yang secara defacto kini telah berusia diatas

30 dan atau 40 tahun tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional.
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Pada hakikatnya PEMOHON telah mengalami Kerugian hak dan/atau kewenangan
Konstitusional yang mana Kerugian Konstitusional PEMOHON akan PEMOHON Tinjau
pula dari Sudut Pandang ILmu Hukum Pidana melalui Substansi Hukum Pidana yakni
"ASAS DAN MAKNA PENGHUKUMAN DI INDONESIA". Khusunya yang terkait
belum adanya Perumusan batas usia maksimal Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut.
Dengan suatu Pertanyaan sebagai berikut : " Asas Penghukuman apakah yang dipakai
dalam Penerapan /Penegakan Hukum Pidana di Negara Indonesia adalah Negara

Hukum ?".

Bahwa Asas Penghukuman yang dipakai di Negara Indonesia adalah Negara Hukum
ialah: Asas minimal universal, maksimal spesial atau Asas Minimum Umum Maksimum
Khusus.

Bahwa yang dimaksud dengan " Minimal Universal" adalah Penjatuhan hukuman
Terendah(Minimal) yang bersifat Umum(Universal), berlaku bagi setiap Perkara dengan

Jenis hukumannya masing-masing.

Contoh: Untuk hukuman penjara dan hukuman kurungan, batas umum hukuman
minimal(strafmina)nya ialah Satu Hari.

Sedangkan yang dimaksud dengan"Maksimal Spesial" ialah Penjatuhan hukuman
tertinggi(maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing Perkara yang saling

berlainan hukuman maksimalnya.
Contoh :

Hukuman Tertinggi atas suatu Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Biasa ialah
hukuman Penjara 15 (Lima Belas) tahun(Pasal 338 KUHP).

Hukuman Tertinggi atas Suatu Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana/
Pembunuhan yang direncanakan ialah Hukuman Mati(Pidana Mati) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Jadi tiap-tiap kesalahan
telah mempunyai ancaman hukuman tertinggi (strafmaxima)nya masing-masing yang

umumnya saling berlainan.

Apakah fungsi atau manfaat yang langsung dari dianutnya Asas Minimal Universal-
Maksimal Spesial ini ?.
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Bahwa Asas ini menjamin Kepastian Hukum dalam pelaksanaan atau penerapan atau
Penegakan Hukum Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana di Negara Indonesia adalah Negara
Hukum(Pasal 1 ayat(3) UUD NRI 1945) berhubung dengan adanya Asas ini, maka HAKIM
terikat pada Batas Minimum dan Batas Maksimum Penghukuman yang harus di jatuhkannya.
Artinya HAKIM tidak dapat menjatubkan hukuman yang lebih ringan dari batas minimal
hukuman dan HAKIM tidak dapat pula bertindak sekehendak hatinya untuk menetapkan
hukuman yang lebih tinggi dari Batas Maksimal/Maksimum Hukuman yang telah ditentukan
oleh Undang-Undang.

Selanjutnya, Bagaimanakah hubungan antara Asas dan Makna Penghukuman ini
dengan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 huruf ¢ UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Batas Usia
Maksimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang belum ada ketentuan tertulisnya
baik dalam UU maupun UUD NRI 1945 termaksud?".

Menurut PEMOHON bahwa perlunya PEMOHON menghubungkan Asas dan
Makna Penghukuman dalam Mata Kuliah Hukum Pidana sesuai Kurikulum Fakultas Hukum
pada Pendidikan Tinggi berdasarkan UU.RI.No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
dengan Maksud dan Tujuan untuk merevisi Substansi mengenai Batas Usia Calon Presiden
dan Calon Wakil Presiden baik batas Usia Minimal maupun batas Usia Maksimal yang
memenuhi Syarat Yuridis Konstitusional yakni 30 Tahun adalah batas usia Paling Rendah.

Sedangkan untuk penentuan kepastian hukum mengenai batas usia maksimal Calon
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang tersirat(ferimplisit) selama ini dalam UUD
NRI 1945 terutama pasal 28D ayat(3) menyatakan :

"SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN
YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN".

Menurut PEMOHON bahwa hubungan antara Asas dan Pemaknaan Penghukuman di
Indonesia Negara Hukum dengan Pasal 169 huruf ¢ UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum tersebut adalah untuk mewujudkan Kepastian Hukum dalam rangka
Penentuan secara Pasti Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden secara

yuridis konstitusional yaitu berusia 30 Tahun, dan bukan 40 Tahun.
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Bahwa adapun dasar hukum bagi Rekomendasi PEMOHON tentang Batas Usia
Paling Tinggi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden seyogianya disesuaikan dengan
amanat pasal 28D ayat(3) UUD NRI 1945 termaksud.

Syarat Calon yang sebelumnya menyatakan berusia paling rendah 40 tahun DIUBAH
Jadi berusia paling rendah 40 tahun atau Pernah /Sedang Menduduki Jabatan Yang Dipilih
Melalui Pemilu, Termasuk Pemilihan Kepala Daerah".

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara No. 90/PUU-XX1/2023
yang Amar Putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi :"Syarat Calon yang sebelumnya
menyatakan berusia paling rendah adalah 40 tahun yang diubah menjadi Berusia Paling
Rendah 40 Tahun Atau Pernah/Sedang Menduduki Jabatan Yang Dipilih Melalui Pemilu

Termasuk Pemilihan Kepala Daerah".

Bahwa Amar Putusan tersebut diatas merupakan Pemaknaan oleh Mahkamah
Konstitusi, sehingga menurut PEMOHON bahwa Amar Putusan yang frasanya ;" Atau
Pernah/Sedang Menduduki Jabatan Yang Dipilih Melalui Pemilu Termasuk Kepala Daerah"
tersebut yang menurut PEMOHON merupakan Amar Putusan yang final dan mengikat, oleh
karena sudah seiring dan sejalan dengan Norma Yuridis Konstitusional Pasal 28D ayat(3)
UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi :""Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh

Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan".

Sedangkan mengenai frasa "Syarat Calon yang sebelumnya menyatakan berusia
paling rendah 40 tahun Diubah Jadi Berusia Paling Rendah 40 Tahun" itu menurut
PEMOHON Seharusnya dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai Kekuatan
Hukum Yang Mengikat".

Kemudian terakhir mengenai Kerugian hak Konstitusional PEMOHON yang
diakibatkan menurut Syarat yang ke 5(lima) atau e. Adanya Kemungkinan Bahwa Dengan
Dikabulkannya Permohonan, Maka Kerugian Konstitusional Yang Di Dalilkan Tidak Akan
Atau Tidak Lagi Terjadi.

Bahwa dalam hal ini, apabila Angka 30 Tahun tersebut dituangkan secara tertulis(Lex
Scripta/Lex Scriptum) dan Jelas(Lex Certa) serta Pasti(Lex Stricta) melalui pengabulan oleh
Mahkamah Konstitusi guna memberikan suatu kepastian hukum Dalam rangka menggantikan
angka 40 tahun sebagai Batas Usia Minimal Setiap Warga Negara Indonesia sebagai Syarat
Usia Paling Rendah dapat mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik
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Indonesia menunjukan bahwa angka 30 tahun tersebut merupakan angka batas usia
Minimal/Minimum yang memang mempunyai atau memiliki dan atau telah memenuhi Unsur
Landasan Yuridis Konstitusional yang dapat dibuktikan dengan/melalui Model Penalaran
hukum Dalam Mashab Sejarah Hukum/Sejarah Hukum Konstitusional di Negara Indonesia
adalah Negara Hukum.

Maka Kerugian Konstitusional Yang di Dalilkan PEMOHON sehubungan dengan
eksistensi Pasal 169 huruf q (orisinil) yang belum dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi
tersebut, PEMOHON Pastikan bahwa Kerugian Konstitusional yang didalilkan tersebut
diatas Tidak Akan atau Tidak Lagi Terjadi Bertentangan dengan Hak dan/atau Kewenangan
Konstitusional PEMOHON sebagaimana di lindungi dan dijamin dalam Konstitusi NKRI
atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Teristimewa Pasal 28D
Ayat(3) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN
YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN".

IV. PETITUM.

Bahwa Berdasarkan Alasan-Alasan Permohonan yang telah PEMOHON uraikan
secara Jelas dan Cermat serta Lengkap tersebut diatas dan Bukti-Bukti Terlampir, maka
PEMOHON memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah K onstitusi
Republik Indonesia untuk dapat Memeriksa dan Mengadili serta memberikan Amar Putusan,

sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang Diajukan oleh
PEMOHON.

2. Menyatakan Pasal 169 huruf ¢ UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang telah
dimaknai oleh Mahkamah Konsitusi adalah Sah menurut Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia terutama atas frasa "Atau Pernah/Sedang Menduduki
Jabatan Yang Dipilih Melalui Pemilu Termasuk Kepala Daerah" atas Perkara No 90/
PUU-XXI1/ 2023 akan tetapi menyatakan Batas Usia Minimal 40 tahun dalam Pasal
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169 huruf q Orisinil tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dan
bertentangan dengan Pasal 28D ayat(3) UUD NRI 1945.

3. Menyatakan Pemuatan Amar Putusan ini di dalam Berita Negara Sebagaimana-

mestinya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Saya,

PEMOHON,

{

|

Miar

Dr. H. Marion,S.H.,M.H.
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